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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan krusial di berbagai negara di 

dunia. Di negara berkembang, utamanya di Indonesia isu ini menjadi sangat 

strategis dalam perencanaan pembangunan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

menjadi tantangan dan problems yang terbilang kompleks serta multidimensional 

yang sudah lama juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan 

nasional. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi yang tidak 

mampu memenuhi standar hidup masyarakat di suatu daerah. Istilah kemiskinan 

ini dapat muncul ketika dalam pemenuhan kebutuhan minimum dari standar 

kehidupan yang ada itu tidak dapat terpenuhi. Dapat dikatakan kemiskinan 

apabila seseorang tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya perihal makan, 

tempat tinggal, pendidikan, pakaian hingga tingkat kesehatannya (Musayyada & 

Husnurrosyidah, 2023).  

Menurut United Nations Development Program, bahwa kemiskinan itu 

tidak hanya sebatas kekurangan pendapat dan akses sumber daya produksi saja, 

tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kelangsungan hidup dapat terjamin. 

Kemiskinan dapat dikatakan terjadi apabila mencakup berbagai aspek seperti 

malnutrisi dan kelaparan, diskriminasi dan pengecualian sosial, rendahnya 

tingkat partisipasi pengambilan keputusan serta keterbatasan akses terhadap 

pendidikan dan layanan dasar untuk memenuhi kehidupan  layak (United Nation, 

2022). Kemiskinan tidak hanya merupakan keadaan kurangnya suatu komoditas 

atau  masalah  kepuasan  terhadap komoditas tersebut tetapi masyarakat kurang 
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memaksimalkan fungsi dari komoditas tersebut (Fatikhurrizqi & Kurniawan, 

2022). 

Kemiskinan yang sedang marak pada saat ini, yakni tentang kemiskinan 

ekstrem. Kemiskinan ekstrem termasuk ke dalam kategori yang bisa dikatakan 

kemiskinan terparah dalam hal kecukupan minimum (Setianingdiah & Prasodjo, 

2024). Pada arti kata lain, kemiskinan ekstrem ini tidak hanya dilihat dari 

pendapatan di suatu daerah saja melainkan juga dilihat dari tingkat kesehatan, 

sanitasi layak serta tingkat pendidikan di daerah tersebut (Musayyada & 

Husnurrosyidah, 2023). Berdasarkan Bank Dunia, yang dikatakan miskin ekstrem 

ialah penduduk yang dalam kebutuhan hariannya hanya mampu senilai tidak lebih 

dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau sebanding dengan Rp. 

10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Secara ringkas, dalam sebuah 

keluarga terdiri dari empat anggota yaitu ayah, ibu dan dua anak, apabila 

kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran bulanan berada di 

bawah Rp. 1.288.680/keluarga maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai 

miskin ekstrem (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024). 

Perbedaan antara miskin biasa dan miskin ekstrem dapat dilihat dari dua 

aspek utama yang dimana pada kemiskinan biasa menggambarkan individu atau 

keluarga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, tetapi masih mampu 

memenuhi sebagian kebutuhan dasar meskipun terbatas. Kelompok ini juga rentan 

jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem jika menghadapi guncangan ekonomi. 

Sementara itu, kemiskinan ekstrem adalah kondisi yang lebih parah, di mana 

pendapatan jauh di bawah standar, sehingga kebutuhan pokok seperti makanan, 

air bersih, dan tempat tinggal layak sulit terpenuhi. Mereka yang berada dalam 
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kondisi ini sangat rentan dan membutuhkan bantuan signifikan untuk keluar dari 

lingkaran kemiskinan. (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024). 

Sebagai anggota dan bagian dari PBB, Indonesia berkomitmen untuk 

mewujudkan target Sustainable Development Goals termasuk pengentasan 

kemiskinan. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah Indonesia telah membentuk 

Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) dan menyalurkan 

dana desa. Dengan demikian, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi 

kerangka internasional yang juga diadopsi secara nasional oleh Indonesia dalam 

mengarahkan upaya pengentasan kemiskinan (Ishartono & Raharjo, 2016). 

Gambar 1. Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa untuk mengetahui data mengenai jumlah 

dan angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) 

melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tingkat kemiskinan 

ekstrem nasional menunjukkan tren penurunan yang signifikan, berkurang dari 

2,25 persen di tahun 2020 menjadi 0,83 persen di tahun 2024. Demikian pula 

tingkat kemiskinan ekstrem di level provinsi yang juga mengalami pengurangan 

selama periode yang sama. Di provinsi Sumatera Selatan, terjadi penurunan yang 
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cukup substansial sebesar 4,72 poin persentase dari 5,31 persen di tahun 2020 lalu 

menjadi hanya 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan tingkat kemiskinan ekstrem 

saat ini yang mencapai angka 0,59 persen tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan tetap optimis bahwa target pemerintah pusat untuk menghapuskan 

kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% di Indonesia dapat direalisasikan pada 

tahun 2024. 

Gambar 2. Perkembangan Persentase Kemiskinan Ekstrem di 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2024 
 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS), pada tahun 2024 terdapat 14 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinan 

ekstremnya telah mencapai sekitar 0 persen. Sementara itu, tiga Kabupaten/Kota 

lainnya, yaitu Kabupaten Lahat sebesar 1,09 persen, Kabupaten Musi Rawas 

sebesar 1,07 persen, dan Kabupaten OKU Selatan sebesar 1,02 persen, masih 

memiliki tingkat kemiskinan ekstrem. 

Dalam penanggulangan kemiskinan ini harus dilakukan upaya secara 

menyeluruh yang mencakup aspek kehidupan. Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga pelaksana di 
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lingkungan pemerintah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan 

daerah, bertugas memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di 

Sumatera Selatan terlaksana secara efektif dengan menerapkan prinsip koordinasi, 

sinkronisasi, integrasi dan simplikasi sehingga kontribusi terhadap pencapaian 

visi misi pembangunan daerah dapat terlaksana. 

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, pengertian 

fungsi dan kesepakatan BAPPEDA di Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA 

bertugas membantu gubernur dalam mengurus pemerintahan provinsi di bidang 

perencanaan dan pengendalian pembangunan (BAPPEDA Provinsi Sumatera 

Selatan, 2024). 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ikut serta dalam 

penanggulangan kemiskinan yakni selaku lembaga perwakilan di daerah. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus searah antara pemerintah pusat dan 

daerah sehingga untuk itu diperlukan adanya koordinasi. Koordinasi tersebut 

dapat menimbulkan dampak yang signifikan, dalam hal ini diperlukan strategi 

percepatan penghapusan kemiskinan. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan 

ini diperlukan langkah-langkah koordinasi yang terarah antar lintas sektor dalam 

persiapan perumusan serta penyelenggaraan kebijakan dalam menanggulangi 

kemiskinan (Attaullah, 2023). Dalam hal ini, BAPPEDA berperan penting selaku 

koordinator dalam pembangunan mengatasi pengangguran dan kemiskinan 

masyarakat (Stakeholder). 

Pada upaya pengentasan kemiskinan ini, BAPPEDA tergabung dalam Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Sebuah tim lintas 

sektoral yang dibentuk untuk memperkuat sinergi dan keselarasan program di 
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tingkat daerah. TKPK berfungsi sebagai wadah koordinasi yang mengintegrasikan 

berbagai peran dan tugas dari instansi terkait, termasuk BAPPEDA, guna 

menyusun kebijakan dan strategi yang terarah untuk mencapai target penghapusan 

kemiskinan ekstrem. Melalui keterlibatannya dalam TKPK, BAPPEDA berperan 

dalam proses penyelarasan program, pengalokasian sumber daya, dan pemantauan 

pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, BAPPEDA tidak hanya 

bertugas dalam perencanaan tetapi juga memastikan agar kegiatan-kegiatan yang 

diusulkan dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Permendagri No 53 Tahun 2020, BAPPEDA Provinsi Sumsel 

berkedudukan sebagai sekretariat TKPK Provinsi yang di mana hal ini tercantum 

pada pasal 9 bahwa “Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan 

pembangunan”. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa Sekretariat TKPK Provinsi 

memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan dukungan administratif dan teknis. 

2. Menyediakan data dan informasi terkait Penanggulangan Kemiskinan. 

3. Menyiapkan bahan untuk RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan. 

4. Memberikan dukungan berupa bahan kebijakan lainnya kepada TKPK 

Provinsi. 

Keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung 

pada perencanaan kebijakan yang matang, tetapi juga sangat ditentukan oleh 

efektivitas kepemimpinan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan 

memastikan kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Kepemimpinan berperan 
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krusial dalam mengarahkan organisasi melalui perubahan tersebut. Pemimpin 

yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing timnya agar 

berperan aktif dalam setiap tahap perubahan yang diperlukan (Khairunnisa & 

Khodijah, 2024). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel memegang 

peranan kunci dalam memastikan seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara efektif. Peran strategis ini 

tercermin dalam tugas dan fungsi yang diembannya, yang mencakup berbagai 

aspek dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mendalami dan 

memahami pentingnya peran Pimpinan BAPPEDA Sumsel ini, perlu dilihat lebih 

dalam mengenai tugas pokok dan fungsinya secara umum. Kepala Badan memiliki 

tugas untuk membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan provinsi, 

khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 

Tugas dan fungsi pimpinan (Kepala Badan) apabila dikhususkan dalam 

upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan menyesuaikan 

dengan tugas dari Sekretariat TKPK itu sendiri yakni yang sudah tertera pada 

Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 pasal 9 berupa memastikan dukungan 

program dan kegiatan lintas sektor pada perangkat daerahnya masing-masing. 

Proses ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai program-program yang 

akan diusulkan, yang selanjutnya akan dibahas secara simultan dengan DPRD 

dalam tahapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara) di BPKAD. Setelah kesepakatan anggaran dicapai bersama 

DPRD dan dialokasikan dalam APBD, tugas dan fungsi pimpinan tidak berhenti 

pada perencanaan semata. Pimpinan BAPPEDA memiliki tanggung jawab untuk 
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memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

dengan efektif, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasil 

evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang rencana kegiatan 

tahun berikutnya, memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan 

ekstrem berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran. 

Sesuai dengan pasal 17 pada Permendagri 53 Tahun 2020 dalam hal 

penanggulangan kemiskinan terdapat strategi penanggulan kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat 

miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan 

dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, sinergi kebijakan 

dan program pengentasan kemiskinan (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 

2024). 

Pemerintah memprioritaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

yang di mana upaya tersebut diharapkan dapat mencapai target 0% pada tahun 2024 

di provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan di 

beberapa daerah yang angka kemiskinannya mencapai 1% yakni pada Kabupaten 

Lahat, Musi Rawas dan Oku Selatan. Hal tersebut tercantum pada Gambar 2 

(BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024). Dalam hal ini, penulis perlu 

melihat bagaimana pimpinan BAPPEDA menjalankan perannya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan berbagai strategi yang 

bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, beberapa faktor internal dan 
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eksternal dalam pelaksanaan tugas oleh Pimpinan BAPPEDA Sumatera Selatan 

selaku sekretariat TKPK masih menghadapi beberapa kendala yaitu: 

1. Kurangnya komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut rapat koordinasi 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

Rapat koordinasi merupakan salah satu instrumen utama dalam perumusan 

dan implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Melalui rapat ini, pimpinan BAPPEDA memiliki tanggung jawab untuk 

mengarahkan kebijakan, memastikan koordinasi lintas sektor, serta 

menindaklanjuti hasil keputusan agar dapat diterapkan secara efektif oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kenyataan dalam praktiknya, masih 

ditemukan kendala dalam komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut hasil rapat 

koordinasi, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

Salah satu faktor yang memengaruhi kurangnya tindak lanjut adalah 

banyaknya agenda tematik pembangunan lainnya yang juga menjadi prioritas 

pemerintah daerah. Isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, 

pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sering kali menguras konsentrasi aparatur 

perencana, sehingga perhatian terhadap kebijakan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem menjadi kurang optimal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Sumsel, yang menyebutkan 

bahwa: 

 

“Salah satu kendala utama adalah banyaknya agenda tematik 

pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, penanganan 

stunting, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, yang membutuhkan 

perhatian besar dari aparatur perencana. Hal ini menguras konsentrasi 

mereka, sehingga fokus untuk menelaah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan ekstrem menjadi kurang optimal." (Wawancara, RR, 

12/11/2024). 



10 
 

 

Dalam beberapa kasus, hasil rapat koordinasi yang telah menghasilkan 

kebijakan strategis tidak selalu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. 

Kurangnya komitmen pimpinan dalam mengawal implementasi kebijakan 

menyebabkan rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sering 

kali hanya menjadi dokumen formal tanpa realisasi yang jelas di lapangan. Dalam 

hal ini, peran pimpinan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap 

keputusan yang telah disepakati dalam rapat tidak hanya berhenti pada tahap 

perencanaan, tetapi juga ditindaklanjuti hingga tahap implementasi dan evaluasi. 

Fungsional Perencana Muda di BAPPEDA Sumsel, juga menyoroti 

pentingnya komitmen pimpinan dalam memastikan strategi percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan dengan baik. 

“Paling balik ke komitmen pimpinan, komitmen mereka harus kuat 

dan fokus terhadap strategi dan implementasi penurunan kemiskinan 

ekstrem, akan tetapi pimpinan tentunya memiliki prioritas lain dan 

khawatirnya fokus pimpinan tidak bisa hanya terfokus pada 

kemiskinan saja”. (Wawancara, IJ, 12/11/2024). 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kepemimpinan yang 

kuat, rapat koordinasi berisiko hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak yang 

signifikan terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bukti yang 

memperkuat analisis ini, terdapat ketimpangan antara keputusan rapat koordinasi 

dan realisasi program di lapangan. Berdasarkan Laporan Evaluasi Program PPKE 

Triwulan II Tahun 2024, ditemukan bahwa dari 10 kebijakan strategis yang telah 

dirancang dalam rapat koordinasi, hanya 4 kebijakan yang terealisasi sesuai 

rencana, sementara 6 lainnya mengalami keterlambatan atau tidak dijalankan 

sama sekali karena kurangnya tindak lanjut. Tabel berikut menggambarkan 

ketidaksesuaian antara keputusan rapat dan realisasi di lapangan: 
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Tabel 1. Keterlambatan Implementasi akibat kurangnya tindak lanjut 

rapat koordinasi 

No Kebijakan Strategis yang 

Dirumuskan 

Status 

Implementasi 

Keterangan 

1 Integrasi Data 

Kemiskinan Ekstrem 

dengan DTKS dan P3KE 

Tidak 

Terlaksana 

Tidak ada mekanisme 

pengawalan dari 

pimpinan 

2 Optimalisasi  Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 5 
Kabupaten Prioritas 

Terlambat Implementasi baru 

mencapai 30% karena 

minim koordinasi lintas 

sektor 

3 Penyusunan Petunjuk 

Teknis (Juknis) Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) 

Terlaksana Dokumen telah disusun, 

tetapi belum diterapkan di 
semua daerah 

4 Pendampingan Program 

Kemandirian Ekonomi 

bagi Keluarga Miskin 

Tidak 

Terlaksana 

Tidak ada evaluasi 

lanjutan dari pimpinan 

5 Monitoring dan Evaluasi 

PPKE Triwulan II 

Terlambat Tidak ada pelaporan 

berkala dari OPD ke 

pimpinan 

Sumber: Laporan Evaluasi Program PPKE Triwulan II Tahun, 2024 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyak kebijakan strategis yang telah 

disepakati dalam rapat koordinasi tetapi gagal diimplementasikan dengan baik 

karena kurangnya mekanisme pengawalan yang ketat dari pimpinan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tanpa komitmen kepemimpinan yang kuat, hasil rapat 

koordinasi berisiko hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak yang signifikan 

dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga diperlukan mekanisme yang 

lebih efektif dalam menindaklanjuti hasil rapat, seperti penetapan target capaian 

yang lebih spesifik, sistem monitoring yang ketat, serta keterlibatan langsung 

pimpinan dalam mengawal implementasi kebijakan. Dengan adanya komitmen 

yang lebih kuat dari pimpinan, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih 

optimal, sehingga program penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumatera 

Selatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan. 
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2. Arahan yang diberikan masih bersifat umum dan kurang rinci sebagai 

pedoman pelaksanaan. 

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 

kepemimpinan memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa kebijakan 

dan program yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif di 

lapangan. Sebagai pengarah utama dalam perencanaan pembangunan daerah, 

pimpinan memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang jelas dan terukur 

kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak yang terlibat 

dalam program pengentasan kemiskinan. Pada praktiknya, salah satu 

permasalahan yang muncul dalam kepemimpinan di tingkat daerah adalah 

penyampaian arahan yang masih bersifat umum dan tidak cukup rinci untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Seperti yang disampaikan 

oleh Fungsional Pertama asriparis BAPPEDA Provinsi Sumsel. 

“Pimpinan selalu memberikan arahan yang bersifat strategis pada 

rapat-rapat penting, terutama terkait perencanaan dan evaluasi. Meski 

begitu, kadang-kadang ada beberapa arahan yang sifatnya umum dan 

tidak cukup rinci untuk dijadikan pedoman pelaksanaan. Saya rasa, 

pengoptimalan detail dari arahan pimpinan ini akan membantu 

mempercepat eksekusi program yang telah direncanakan.” 

(Wawancara, AN, 08/08/2024). 

Arahan yang diberikan oleh pimpinan seharusnya mampu menjadi landasan 

yang jelas bagi OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang serta 

menjalankan program secara sistematis. Pada kenyataannya sering kali ditemukan 

bahwa arahan yang disampaikan hanya bersifat normatif dan kurang memberikan 

detail teknis mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaksana di 

tingkat  operasional.  Ketidakjelasan  dalam  penyampaian  instruksi  ini 
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menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara OPD, yang pada akhirnya 

berdampak pada pelaksanaan program yang tidak selaras dan kurang efektif. 

Ketiadaan arahan yang rinci juga berdampak pada efektivitas monitoring 

dan evaluasi program. Tanpa adanya pedoman yang spesifik, sulit bagi tim 

pelaksana untuk mengukur apakah program telah berjalan sesuai dengan 

ekspektasi pimpinan atau tidak. Hal ini juga menyulitkan dalam proses 

akuntabilitas, karena tanpa indikator yang jelas, keberhasilan atau kegagalan suatu 

program menjadi sulit untuk dievaluasi secara objektif yang mengakibatkan 

banyak kebijakan yang bersifat reaktif, hanya menyesuaikan dengan kondisi 

lapangan tanpa memiliki tolok ukur yang sistematis dalam pelaksanaannya. 

Arahan yang terlalu umum berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam 

pengambilan keputusan di tingkat teknis. Tanpa petunjuk yang jelas, setiap instansi 

atau OPD cenderung membuat kebijakan sendiri-sendiri yang belum tentu selaras 

dengan kebijakan utama yang telah ditetapkan. Hal ini semakin diperparah dengan 

minimnya mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh 

pihak bergerak dalam satu arah yang sama, sehingga program yang seharusnya 

berjalan terpadu dan saling mendukung justru menjadi tumpang tindih atau bahkan 

tidak berjalan sama sekali karena kurangnya kejelasan dalam implementasinya. 

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam upaya penghapusan 

kemiskinan ekstrem tidak hanya membutuhkan visi yang kuat, tetapi juga 

keterampilan dalam menyampaikan arahan yang jelas dan terukur. Tanpa hal 

tersebut, kebijakan yang telah dirancang berisiko menjadi tidak efektif, karena para 

pelaksana di lapangan tidak memiliki panduan yang cukup untuk menjalankannya 

dengan optimal. 
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3. Minimnya diskusi terbuka 

 

Minimnya diskusi terbuka dalam pengambilan keputusan mengakibatkan 

terbatasnya ruang partisipasi bagi seluruh elemen dalam organisasi. Penyampaian 

informasi yang hanya terfokus pada level Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala 

Subbidang (Kasubid) menyebabkan staf di tingkat pelaksana sering kali tidak 

mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif. Akibatnya, pemahaman 

mereka terhadap kebijakan yang sedang dijalankan menjadi terbatas, sehingga 

inisiatif dan kontribusi mereka dalam memberikan masukan atau inovasi menjadi 

kurang optimal. Seperti pada kutipan wawancara berikut: 

"Saya rasa perlu ada mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, 

misalnya melalui pertemuan rutin yang tidak hanya melibatkan Kabid 

dan Kasubid, tetapi juga staf pelaksana. Selain itu, bisa dibuat sistem 

penyebaran informasi seperti grup internal atau laporan berkala yang bisa 

diakses oleh semua tim. Dengan begitu, setiap orang dalam organisasi 

bisa lebih memahami kebijakan yang sedang dijalankan dan bisa 

berkontribusi secara lebih maksimal." (Wawancara, WS, 12/11/2024). 

Pola komunikasi yang hierarkis ini berpotensi menimbulkan bias dalam 

penyampaian kebijakan, di mana hanya perspektif tertentu yang lebih dominan 

dalam perumusan keputusan padahal keterlibatan staf di berbagai tingkatan sangat 

diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan 

di lapangan. Kurangnya akses informasi bagi staf juga dapat menyebabkan 

ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan, karena mereka tidak memiliki 

pemahaman yang cukup mengenai arah strategis yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan. Mekanisme komunikasi diperlukan yang lebih inklusif dan partisipatif 

seperti pertemuan berkala yang melibatkan seluruh tim atau sistem penyebaran 

informasi yang lebih terbuka agar setiap anggota itu memiliki akses yang setara 

dalam organisasi, dapat  lebih memahami kebijakan yang  sedang  dijalankan dan   
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turut serta dalam memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dari permasalahan di atas, terlihat bahwa hambatan utama dalam 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya terletak pada kebijakan 

yang dirancang, tetapi lebih pada bagaimana kepemimpinan BAPPEDA dalam 

mengoordinasikan, mengarahkan, dan memastikan implementasi kebijakan 

berjalan efektif. Kendala dalam aspek kepemimpinan inilah yang menjadi alasan 

utama penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran 

pimpinan BAPPEDA dalam mengawal percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pimpinan BAPPEDA 

menjalankan perannya dalam memberikan arahan strategis, mengawasi 

implementasi kebijakan, serta memastikan validitas data. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memahami peran kepemimpinan 

dalam sektor publik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

strategis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam program 

pengentasan kemiskinan ekstrem. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai gejala yang terdapat di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran 

Pimpinan Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi 

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Bedasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Bagaimana Peran Pimpinan Dalam Upaya Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan).  

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam memberi 

kontribusi secara positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu 

Administrasi Publik serta memperkaya kepustakaan dan pemahaman tentang 

peran pemimpin sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAPPEDA dalam 

mengoptimalkan peran pemimpin untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta 

mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia guna mempercepat 

penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan 

bagi akademisi dalam mengkaji peran kepemimpinan dalam percepatan 

pengentasan kemiskinan ekstrem serta memperluas wawasan dalam studi 

kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi indikator peningkatan kualitas penelitian di Universitas Sriwijaya, 

khususnya dalam bidang kepemimpinan publik dan pembangunan daerah. 
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